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D1 DAERAH TINGKAT Il ASARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan Calian Golongan "C" adalah merupakan
potensi pendapatan Daerah vang sangat penting dalTam menunjang roda Pemenntahan
dan Pembangunan

b. bahwa dengan dillndangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Talhun
1999 1entang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Hentuk
Rancangan Undang-Undang . Rancangan Peraturan Pemerintah , dan Rancangan
Keputusan Presiden dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesusian terhadap
Perda Kabupaten Asahan

c. bahwa untuk mencapai maksud huruf "b" tersebut diatas dipandang perlu menetapkan
dalam suaty Peraturan Daerah

Mengmgat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) .

2. Undapg-Updang Nomor Il Tahunl1967 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok
Pertambangan,
3. Undang-Undang Nomor 8 Yahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

R

Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun (996 ientang Ketentuan-Keteniuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa
{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42).

Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).

Peraturan Pemenmtah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian
Golongan "C".

Peraturan Pemenntah Momor 35 Tahun 1991 1entang Sungai,

. Peraturan Pemerintah Nomaor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 temang Teknik

Penyususnan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang
. Rancangan Peraturan Pemerintah , dan Rancangan Keputusan Presiden.

Keputusan Mentent Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha
Pertambahan Bahan Galian Golongan "C".

. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata

cara Pemungutan Pajak Daerah |

. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cam

Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

. Keputusan Direkiur Jenderal Pengairan Nomor 176/KPTS/A Tahun 1997 tentang

Petumuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai dalan Hubungan dengan
pengambilan dan Pengolahan penambahan Bahan Galian Golongan "C".

. Peraturan Daerah  Kabupaten Daerah ‘Tingkat 11 Asahan Nomor 7 Tahun 1980

tentang Ketentuan Penyidik alas pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 1980 Nomor 8)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Asahan Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [1 Asahan
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 09/ SK / DPRD 10 MEI1 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAII KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH MNOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C" DI
DAERAH TINGKAT Il ASAHAN.

[ %]



m.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Dacrah adalah Kabupaten Asahan
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan
¢ Kepala Dacrah Kabupaten adalah Bupat
Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" adalah pungutan
Dacrah atas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan "C"

Usaha dan Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan "C" adalah Usaha
kegiatan Pertambangan yang meliputi eksplorasi,  cksploitasi, pengolahan dan
pemurnian , pengangkutan dan penjualan.

Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian
serta unluk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan
galian tersebut,

Pengangkutan adalah scgala usaha pemindahan galian dan hasil pengolahan serta
pemumian bahan galian dan wilayah eksploitasi atau tempal pengolahan pemurnian.

Penjualan adalah scgale usahe penjualan bahan galian dan hasil pengolahan
pemurnian bahan galinn

Eksplerasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih
teliti / seksama adanya sifat letakan bahan galian

Eksploilas: adalah usaba pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan
galian dan manfaatnya

Reklamasi adalah sctiap pekerjaan vang bertujuan memperbaiky | mengembalikan
kemanfaatan atau meningkaalkan dava guna lahan vang rusak akibat usaha
pertambangan umum.

Konservasi Sumber Dava Alam adalah pengolahan Sumber Daya Alam yang
menjamin. pemanfaalannya sccara bijaksana dan bagi Sumber Daya terbaharui
menjamin kesinambungan persediaannya

dengan tetap memelihara dan menungkatkan kwalitas nilai dan keaneka ragamannya,

Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak vang terutang menurut
Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah

Surat Sctoran Pajak Daerah . vang selamjutnya disungkat SSPD adalah yang
dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
vang terutang ke Kas Daerah atau keterampilan yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah,



Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlab pajak yang terutang ., jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi , dan jumiah yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak vang
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar , selanjutnya di singkat SKPDLB adalah
Jumlah kredil yanh menentukan jumlah kelebiban pembayaran pajke karena jumiah
kredit pajak lebih besar dari pajak yvang terutang atau tidak seharusnya terutang .

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnyan disingkat SKPDN adalah
Keputusan yang menentukan jumlah pajak vang terutang sama besarnya dengan
jumilah kredit pajuk | aav pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnyan disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAR [
NAMA  OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan " C " di pungut
pajak atas penggalian dan penjualan Bahan Galian Golongan " C " dalam Kabupaten
Asahan,

1.

Objek Pajak Pengambilan dan Pengelahan Baban Galian Golongan " C " adalah
kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan " C " yang dilaksanakan oleh perorangan
maupun Badan,

2. Bahan Galian Golongan "C" sebagmimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ©
a. Asbes r. Mika

b. Batu Tulis s, Marmer

c. Balu setengah permata t. Nitrat

d. Batu Kapur u. Opsidien

e, Batu Apung v. Oker

f. Batu Permata w. Pasit dan krikil

g. Bentonit x. Pasir Kwarsa
h. Dolomit v. Perlit

i. Feldspar 7. Phospat

j. Garam Batu { Halite) ag. Talk

k. Grofit

|, Gramit
m. Gips

n. Kalsit

o, Kaolin
p. Keusit

gq. Magnesit

ab, Tanah Serap (fulkersearth)
ac. Tanah Diatome

ad. Tanah Liat

a¢, Tawas (Alum)

af  Tras

ag. Yarosif

ah. Zeolit



3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Pengolahan yang melakukan kegiatan
eksploitas pengambilan, peniualan, pengakutan dan pemakaian Bahan Galian
Golongan "C"

4, Yang bertangpung jawab atas pembayaran pajak dan pengolahan Bahan Galian
Golongan "C" adalah

a. Pemilik/ penyeicnggara pengambilan dan pengolahan pertambangan Bahan
Galian Golongan "C" atau kuasanya / Ahli Waris.

b. Untuk Badan adalah Pengurus atau Kuasanya,

BAB I

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 3

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil pengambilan dan pengolahan
eksploitasi Bahan Galian Golongan "C".

2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada avat (1) dihitung dengan mengalikan volume /
tenaga hasil ekploitasi dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis
Bahan Galian Golongan " C" :

3. Nilai Dasar harga selempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing

jenis Bahan Galian Golongan "C*
dengan Keputusan Kepala Dacrah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku

setempat,
Pasal 4
1. Besarmya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
2. Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif scbagaimana dimaksud

ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan sehagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
(1

BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 5

Pajak yang terhitung dipungut di Wilayah Daerah dimana pengambilan dan pengambilan
Bahan Galian Golongan "C" diselenggarakan.



BAB V

MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal &

Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya | (satu) bulan kwim.

Pasal 7

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian
Golongan "C" dilakukan

[ ]

Pasal &

. Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat pemberitahua Pajak Daerah (SPTPD)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) pasal ini, harus diisi dengan jelas , benar
dan lengkap serta ditanda tangani eleh wajib pajak atau kuasanya

SPTPD sebagaimana dimaksud ayat { 1) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah
paling lambat 15 (lima belas) han setelah berakhimya masa pajak.

Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTFD ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VI

TATA CARA PERMITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Kepala Daerah menetapkan

pajak terutang denpan menerbitkan SKPD,

Apabila SKPD scbagaimana dimaksud avat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat
waktu paling lama 20 (tiga puluh) hari sejak SKPD  dilerima dikenakan sanksi
Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STPD.

Pasal 10

(1) Wajib pajak vang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

ayat (1) digunakan untuk menghitungkan dan menetapkan pajak yang sendini yang
terutang,

(2) Dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun sesudah saal terutangnya pajak Kepala Daerah

dapat menerbitkan -

a. SKPDKB



b. SKPDKBT
c. SKPDN
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a"diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidaka disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan
telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi Administrasi sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat lerutangnya pajak

¢ Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi Administrasi berupa
bunga 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka wakiu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT scbagaimana dimaksud ayat (2} huruf "b" diterbitkan apabila ditemukan
data baru atau data yang semula belum lerungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak vang terutang akan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

{5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf “e" diterbitkan apabila jumlah pajak
yang lerutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a” dan "b” tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yany telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi Adminstrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumiah pajak yang lerulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) udak

dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukn tindakan
pemeriksaan

BAR VI
TATA CARA PEMABAYARAN
Pasal 11
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjukken oleh
Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan 51TPD
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penenmaan

pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama | x 24 jam atau dalam wakiu yang
ditentukan oleh Kepala Daerah.



(3) Pembayaran pajak scbagaimana dimeksud pada avat (1) dan (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Pasal 12
{1} Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

(2) Kepala Daerah dapal membenkan persetujuan kepada wajib pajak umtuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan
secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberkan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen} sebulan dari jumlah pajak
vang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembavaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4)
ditetapkan olch Kepala Dacrah

Pasal 13

(1) Setap pembayarun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal |3 diberi tanda bukt
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan,

(2) Bentuk jenis, 151, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud avat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB WIlil
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 14
{1) Sural teguran alau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal
tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tuyjuh) han saat jatuh tempo
pembayaran.
(2) Dalam rangka wakiu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejems, wajib pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejems sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dikeluarkan oleh Pejabat,



Pasal 15

1. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
vang sejenis, jumiah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

e

Pejabat menerbithan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua pulub satu) hari sejak
tanggal sural teguran alau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibavar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal pemberilaluian surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan.

Pasal 17
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melinasi hutang pajaknya,
setelah lewat 10 (sepulub) han sejak tangpal Pelaksanpan Surat Perintah melaksanakan
penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.

Pasal 18
Setelah Kantor Lelany Negara menetapkan Hari Tﬁnggal, jam dan tempat pelaksanaan
lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak,

Pasal 19

Bentuk, jenis dan 1s1 lormulic yang dipergunakan umuk pelaksanaan penagihan pajak
Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAR IX

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada aval (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

@



BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGUE ANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Kepala Dacrah karena jabatan atas permohonan wanb pajak dapat

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapal kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

b, Membatalkan atau mengurangkan ketctapan pajak yang tidak benar

¢ Mengurangkan atou menghapuskan sanksi Administrasi berupa bunga dende dan
kenaikan papah sang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakean karena
kekhilatan wapb pajak bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembutalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi Adminstrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus disampaikan secara tertulis pleh wajib
pajak kepada Kepala Dacrah, atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) han sejak
tanggal diterima SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan
alasan yang jelas

(3) Kepala Dacrab wtan Pejabar paling lama 3 (uga) bulan scjak surat permohonan
sebagaimana dimuksud pada avat (2) diteriina, sudah harus membenkan Keputusan

(4) Apabila setelab lewut wakiu & (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kepala Daerah atnu Pgjabat idak membenkan Keputusan permohonan pembetulan,

pembalalan, penguranpan keletapan dan penghapusan aleu pengurangan sanksi
Admistrasi dianggap dikabulkan '

Al X1
REBERATAN DAN BANDING
Pasal 22

(1) Wayib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah atau Pejabat
atau suatu

a SKPD |

b. SKPDKHB
c. SKPDRBI
d. SKDLB
¢e. SKPDN

(2) Permohonan keberatan schbagaimana dimaksud pada avat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal



SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak,
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktiu it tidak dapat
dipenuhi karena keadnan diluar kekuasaannya,

(3) Kepala Dacerah atau Pejabat dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat permohonan keberatan schagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah memberikan Keputusan.

(4) Apabila setelah lewnt wakiu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Kepala Dacrah atnu Pejabal idak memberikan Keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan

(5) Pengajuan keberatan =chagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.
Pasal 23

(1) Wayib pajak dapat mengajukan banding Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan Banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak

Pusal 24
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 atau banding
sebagaimana dimaksud posal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran pajak dikembaiikan dengan ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) scbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PUNGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebiban  pembayar
pmak kepada Kepala Daerah atau Pajabat secara tertulis dengan menyebutkan
sekurang-Kuranganya

a.  Nama dan Alamat wa)ib pajak
b. Masa pajak
¢.  Besarnya kelchiban pembavaran pajak
d. Alasan yany jclas
{2) Kepala Daerah alau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

sejak  diterimanya permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus memberi Keputusan,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah
atau Pejabat tidak mcmberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan



pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu
paling lama | (satu) bulan.

{4) Apabila wajib pajuk mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu hutang pajak dimaksud .

(5) Pengembalian kelclihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu pahing lama 2
(dua) bulun sejak diterbikannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau keterlambatan atas pembayaran
kelebihan pajak.

Pasal 26
Apabila kelebiban pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya,

scbagaimana dimakswd dalam pasal 25 aval (4) pembayaran dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan buktt pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIIl
KADALUARSA
Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung scjak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah,

{2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayal ( ) tertangguh apabila:
a  Diterbitkan surat tcguran dan surat paksa alau |
b. Ada pergakuan hutang pajak dan wajib pajak batk langsung maupun tidak

langsung,
BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 2%

(1) Wajib pajak vang karcna kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD aiau mengisi
dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
schingga merugikan keuvangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama | (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan _tidak
benar atau tidak lengkap atau melempikan keterangan vang tidak benar sehingga



merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
{dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang,

Pasal 29

Tindak pidana sebagaimana dalam pasal 28 tidak dituntut setelah melampaul jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak,

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 30

1. Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai  penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 08
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah”,
a. Menerima, mancari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajaken daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b, Menhti , mencar dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah tersebut

c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan Dacrah,

d. Memeriksa buku-buku , catatan- catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan
dengan undak pidana dibidang perpajakan daerah.

e. Melakukan penggeledahan uniuk mendapatkan bahan bukti pembukuan
pencatatan , dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukt terscbut,

f Meminta banluan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah

g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yanyg di bawa scbagaimana dimaksud huruf "e".

h. Memotrel seseorang vang berkanan dengan tindak pidana perpajakan Daerah,

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.

j.  Menghenukan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



1. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
penyidikan , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomeor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Terhadap Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang telah
ditetapkan sebelum Peraturan Dacrab ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang
terutang didasarkan ketentuan vang berlaku sebelumnya.

BAaB XIII

KETENTUAN PENUTUP

I’asal 32
Dengan berlakunya Peraturan dacrah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998
tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" Daerah Tingkat
[1 Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, secpanjang mengena
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34
Peraturan Daerah im mulai berlaku pada tanggal di Undangkan,

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya , memerintabkan Pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempalnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Puda tanggal 10 Mci 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/dio
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000




